SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 228 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kkegiatan
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik
Daerah, perlu membentuk Tim.

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun
Kebijakan Pengelolaan Barang Milk Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk  Percepatan Pembangunan dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6731);

11. Peraturan Menteri....... /3
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11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

12.

13.

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036},
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
S47);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penyusun Kebijakan Pengelolaan Barang Milik
Daerah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Tim Penyusun Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai
tugas sebagai berikut:

a.

b.

C.

menyiapkan, mengolah dan menyusun rancangan produk
hukum daerah;

merumuskan Kkebijjakan pengelolaan barang milik daerah
yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah;

melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan mempunyai dayalaku surut terhitung bulan
September 2023.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 11 Desember 2023

Pj.GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Balinas _.?g@ "(li'pngan aslinya
%m:agu%x O HUKUM,

ELNY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

Tembusan disampaikan
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Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;

Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Masing-masing yang bersangkutan.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH

NOMOR : 228 TAHUN 2023
TANGGAL : 11 DESEMBER 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
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BLAY YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

NO NAMA JABATAN DALAM TIM

1 | Dr. RIBKA HALUK, S.Sos., M.M Pengarah
__2 | ANWAR HARUN DAMANIK, S.STP., M.M Penanggungjawab |
' 3 | YOHAN TONO TENOUYE, S.E Ketua
__4 | Dr. GEMA IRIYANTI KORE, S.Hut., M. Ec. Dev Wakil Ketua
' 5 | ELNY YUSUF LALLO, SH Sekretaris

6 | BERNARD SITORUS, ST Anggota
__7_| CH. RICHARD KABUHUNG, S.E Anggota
| 8 | MOCH. SUROTO, SE Anggota

9 | EXEL DOMINICK LANTEMONA, S.STP Anggota

10 | NIRWAN PRASETYO, SE Anggota .
' 11 | IRENE OLHAN RUMBRAR, S.Pi Anggota
'r 12 | NOVIA OLIVIA ELSI LOGOFF, S.H Anggota
' 13 | ANCE DAWAPA, SE Anggota ;
| 14 | YEHESKIEL MAYOR, S.STP - Anggota
' 15 | DEMIANUS SINGGAMUI Anggota

Pj.GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK
S&]ina;n" 0 sesua; gjmgan aslinya



